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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah, penulis panjatkan kehadirat
Allah Swt, atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat
menyelesaikan penyusunan buku ini, Kebijakan publik dan
pelayanan publik merupakan dua ariabel penting dalam
administrasi publik kontemporer yang memiliki hubungan
kausalitas yang tinggi, tidak dapat dipisahkan walaupun bisa
dibedakan fungsinya. Pelayanan yang baik harus bertitik tolak
dari kebijakan publik sehingga memiliki dasar hukum yang jelas
untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Sebaliknya,
kebijakan publik harus memiliki; orientasi pada pelayanan agar
tidak hanya sekedar ketentuan formal di atas kertas tanpa
memberi terhadap kehidupan masyara

Kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki
pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam
berbagai aspek kehidupan. Dikatakan sebagai modal utama
karena hanya melalui kebijakan publiklah pemerintah memiliki
kekuatan dan kewenangan hukum untuk memanej masyarakat
dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah
ditetapkan. Walaupun memaksa, akan tetapi sah dan legitimate
karena didasari regulasi yang jelas. Kalau di Indonesia bukan
hanya sekedar undang-undang yang menjadi dasarnya, akan
tetapi konstitusi negara yang memberikan kewenangan itu
sehingga kebijakan publik memiliki kekuatan otoritatif. UUD 45
dalam pembukaannya mengatakan: "..untuk melindungi
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
maka dibentuk pemerintah Negara Indonesia". Dengan Statement
ini maka jelas tugas pemerintah melalui kebijakan-kebijakan
yang dibuatnya harus dapat melindungi dan memberi rasa aman
kepada seluruh masyarakat dan tumpah darah Indonesia.

Cirebon, Mei 2026

Dr. Dra. Hj. Hery Nariyah, M.Si
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PUBLIC POLICY

konsep, aplikasi, transformasidigital

Buku ini membahas konsep, aplikasi, dan transformasi digital dalam kebijakan publik.
Pada bagian pertama, dijelaskan tentang dasar-dasar kebijakan publik, termasuk
pengertian, karakteristik, serta teori-teori utama yang membentuk kebijakan di
berbagai negara. Selanjutnya, buku ini mengeksplorasi aplikasi kebijakan publik di
berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dengan memberikan
contoh-contoh konkret dari implementasi kebijakan yang sukses dan tantangan yang
dihadapi. Bagian terakhir membahas peran transformasi digital dalam mempercepat
perubahan kebijakan publik, dengan fokus pada penggunaan teknologi digital untuk
meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam pembuatan
kebijakan. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang
bagaimana kebijakan publik dapat beradaptasi dengan era digital untuk menciptakan
pemerintahan yang lebih baik.
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